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Kejahatan yang menyangkut uang dalam jumlah besar semakin
heragam b entuknya, m i s al nya korup si, penyuapan, p enyelundupan
harang, perdagangan narkotika, pencurian; dan penipuan. Pelaku
tejahatan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta
tekayaan yang diperolehnya dengan berbagai macam cara. Harta
kekayaan tersebut biasanya tidak langsung digunakan namun
disamarkan melalui sistem perbankan yang kemudian dikenal dengan
pencucian uang (money laundering).
Keputusan Financial Action Task Force (FATF)I tanggal 22 Juni
atlt0? merupakan suatu khabar yang sangat tidak menyenangkan bagi
B'm,ngsa Indonesia, karena dimasukkannya negara Indonesia sebagai satu
diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (non-cooperative
emntries and teritories/ NCCT) dalam memberantas praktek pencucian
wg (m on ey I aun derin g).2
Dari hasil keputusan FAIF tersebut dapat diketahui bahwa negara
trirdonesia adalah salah satu tempat bagi pemilTk "uang haram"
membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari
fruunegeri.
Dari peringkat opactty, negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga)
q'b*gni tanpat pencucian uang, dari peringk at CPI (Corntption Perception
Wl bernilai 88 (peringkat 2) di bawah Nigeria dan di atas Rusia.
I FATF merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara-negara maju yang
ryhry dalamkelompok G-7 pada Summit Meeting di Paris Juli 1989 guna memerangi
rmtrL prdena pencucian uang.
: Joni Emirzon, Apa dan Bagaimana Pencucian Uang,Penerbit Universitas
fulrrya1a- Palembang, 2002,ha1. Z
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